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Kontroversi terhadap persoalan dispensasi nikah akan tampak —sekalipun
hanya dalam pandangan sederhana —ketika melihat pada Undang-Undang nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c
yang melaranag terjadinya pernikahan pada anak yang belum mencapai usia nikah
dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang secara tegas
melegalkan dispensasi nikah, salah satu bukti yang dapat diajukan adalah adalah
putusan pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 188/pdt.P/2011/P.A.
Mlg yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kontradiksi kedua undang-undang itulah yang mendorong penulis untuk
melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Mengabulkan
Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari pasal 26 ayat 1 huruf ¢ UU no. 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan rumusan masalah. Pertama, faktor
apakah yang menjadi dasar PandanganHakim Pengadilan Agama Malang dalam
mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun
1974 tentang dispensasi nikah, kedua, bagaimanakah kedudukan pasal 26 ayat 1
huruf ¢ UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut hakim
Pengadilan Agama Malang.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis
gunakan adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan
beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai sumber data primer.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.
Dengan kata lain, menyajikan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk
uraian kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka.

Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengabulan
dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah
dini_yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga
faktor hamil di luar nikah yang dianggap sebagai factor yang paling dominan.

Sedangkan kedua undang-undang, baik pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974
tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf ¢ UU No. 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk
melindungi kemaslahatan seorang anak. Jika undang-undang pernikahan dijadikan
sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan
undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap
pernikahan yang belum terjadi.




